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PERATURAN WALIKOTA FADANG
NOMOR 2% TAHUN 2043
TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGIL PEJABAT/PEGAWAIL NEGERI SIPIL DAN TENAGA LAINNYA SERTA

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN/ANGGOTA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKCTA PADANG,

pahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi perlu mengatur pelaksanaan

serjatanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat/Pegawal Negert Sipll dan tehaga
ainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang;

bahwa berdasarken evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor
01 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawal Negeri Sipil dah
Tenaga Lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang, perlu melakukan
penyempurmaan terhadap Peraturan Walikota tersebut:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanz dimaksud dalam huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawal Negeri
SipH dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggeta DPRD;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota
Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran Negara Tahun
1956 Nemor 20);
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Undang-undang Nemor 8 Tahun 1974 testang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran
Megara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Momor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Megara Tahun 1999 Nemor 189, Tambzghan Lembaran Negarz 3520);

tndang — undang Nomor 32 Taehun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nemor 125, Tambahan Lembharan Negara Nomoar 4437 )
sebagaimana telab diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844 );

lindang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan {Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234); |

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadva Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,

Tambahan tembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintabh Nomor 24 Tazhun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan
Pimpinan dan Anggcta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2007 (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daarah
{Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomdr

4578);



Menetapkan

14).

11.

12,

13,

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomer 20 Tzhun 2005 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Luar Negerl bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Persturan
Mentert Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 |

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/pmk.05/2008 TENTANG Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawal Tidak Tetap:

Peraturan Menteri Keuangan nomor ; 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biays Tahun
Ancggaran 2013,

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 0@ Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelotaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

Feraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudakan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kata Padang
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomar 04), sebagaima telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Padang Nomar 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomar D7,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08).

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN TENAGA LAINNYA SERTA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD

BAB I
KETENTUAN UMUM

- — — e w

Pasal 1

=

Calam peraturan ini vang dimaksud dengan :

1.
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14,

11,

Pemerintah Daerzh Kota Padang adalah Walikota FPadang dan perangkat sebagal unsur
penyelenggara pemerintah daerah Kota Padang;

. Walikota adalah Walikota Padang;
. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padano;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjuthya disingkat dengan DPRD adalah

 embaga Perwakilzan Rakyat Daerah sebagai unsur Panyelenggara Pemerintah Daerah;

. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipit di lingkup Pemerintah Daerah Kotz Padang yang

menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan
fungsional:

. Pegawai Neger! Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Daerah Kota Padang;

. Tenaga lainnya adalah setiap crang vang melakukan perjalanan dinas  untuk

kepentingan Negara/Daerah yang dibiavai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Padang;

Pimpinan DPRD adzlah pimpinan DPRD KotaPadang yang terdirl dari Ketua dan Wakil-
Wakil Katua;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPL adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;



12. Pejabat yang berwenang adalah Pepgguna Anggaran atau peiabat yang diberi
wewenang olzh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang;

13. Perjalanan (inas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan
maupun secara bersama, yvang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk

kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenana;
14. Lumpsum adalah uvang yang dibayarkan sekaligus;

15. Blaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah:;

16. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan vang dihitung sesuai
kebutuban Rill berdasarkan ketentuan berlaku:

17, Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;

18. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD herada:

19, Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dings;

21. surat Perintah Tugas yang selanjutnya di sebut SPT adalah surat perintzh untuk
menugaskan Pajabat/Pegawal Negeri Sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya
melakukan perjalanan dinas;

22, 5urat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah
perialanan kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan
tenaga lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, trasportasi yang
digunakan serta sumber dana untuk pemoiayasn akibat penugasan tersebut;

23. Datasering adalah penugasan sementara waktu. .

BAB 11
PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2
Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagl kepentingan Negara
dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sararna komunikasi vang tersedia serta

dilaksanakan dalam wakitu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan
dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 3

(1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayan Kota

FPadang.

(2) Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi merupakan perjalanan dinas dafi tempat
kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kota Padang dan kembali ketempat kedudukan
semula dzlam wilayan Propinsi Sumatera Barat.

{3) Perjalanan dinas luar propinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke

tempat vang dituju dilvar Propinsi Sumatera Barat dan kemball ketempat kedudukan
semula dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Perjalanan dinas luar negerl merupakan peralanan dinas dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

{5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuk
perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut .

a. Datasering diluar tempat Kedudukan.
b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujizn jabatan yang diadakan diliar

c. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasrkan surat
keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada walktu/karena menjalankat

tugas;



d. Ditugaskan mengikuti  sosialisasi/pendidikan/pelatinan  dinas di  luar tembat
<edudukan;

e. Ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
pejabat/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas:

f. Ditiugaskan menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
pejanat/pegawal negeri sipil yang meninggal durta dari tempat kedudukan yang
terakhir ke kote tempat pemakaman;

BAE III
TATA CARA ADMINISTRASI PERJIALANAN DINAS

- Pasal 4

(1) PejghatfPNS *clan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD vang akan mekaksanakan
perjalanan dinas ke propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang
berwenang. '

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud avat (2) adalah sebagai berikut
a. Untuk Eselon 11, Kepala SKPD dan Kepalz Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
oleh Wallkota atau Wakil Walikota jika Walikata atau Sekretaris Daerah jika Walikota
atau Wakil Walikote berhalangan;
b. Untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kotz Pacdang oleh Pimpinan DPRD Kota Padang:
¢. Untuk Pejabat, PNS dan tenaga lainnya oleh Sekretaris Daerah |

Pasal 5

(1) Untuk melakukan perjalanan dinas sebagalmana tersebut Pasal 3 harus mendapat Surat
Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangzni
cleh pejabat yang berwenang.

(2} Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Tugas (SPFT) adalah :
a. Perjalanan dinas yang. dilakukan oleh Pejabat/PNS dan tenaga lainava dilingkungan
Femerintah Kota Padang ; |
1. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota atau Wakil Wallkota jika
Wallkota berhzlangan
2. Untuk perjalanan dinas ke luar propinsi oleh Sekretaris Daerah;
3. Untuk perjalanan dinas ke lvar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi
atas nama Sekretaris Daeran
4. Untuk perjalanan dinas dalam kota oleh ;
a) Pimpinan SKPD masing-masing bagi pejabat/staf dilingkungan SKPD vang
bersangkutan; -
b) Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi pejabai/staf
dilingkungan Sekretariat Daerah. -
b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD Kdta Padang oleh
Pimpinan DPRD, kecuall untuk perjalanan dinas ke luar negeri aleh Walikota atau
Wakil Walikota jika Walikota berhalangan.

{3) Fejabat vang berwenzng menanda tangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
adalah sebagqai berikut
a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/PNS dan tenaga lainnya dilingkungan

Pemerintan Kota Padang :
1. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota/\Wakil Walikota

2. Untuk perjalanan dinas ke luar propinsi oleh Sekretaris Daerah;
3. Untuk perjalanan dinas ke luar dacrah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi

atas nama Sekretaris Daergh
4, Untuk perjafanan dinas dalam kota oleh ;
a) PFimpinan SKPD masing-masing bagi pejabat/staf dilingkungan SKPD vang
bersangkutan; |
b) Asisten masing-masing atas nama Sekretarls Daerah bagi pejabal/stg
dilifigkungan Sekretariat Daerah. |




b. Perialanan dinas yang dilakukan cleh Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang olen
Pimpinan DPRD, kecuall untuk perjalanan dinas ke luar negeri cleh Walikota atau
Wakil Walikota jika Walikota berhatangan.

(4) Penerbitan/pengelolaan Sural Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas bag
Peiabat/PNS dan tenagz lainnyva serta Pimpinan/Anggota DPRD di proses aleh
SKPD/Bagian pada Sekretariat Daerah dimana angoaran berkenaan.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal &

{1) Perjalanan Dinas dalam Kota nanya dapat diberikan/dibavarkan paling banyak 10
(sepuluh) hari perjalanan dinas dalam I {satu} bulan, kelebihan darf ketentuan ind harus
mendapat persetujuan tertulis dari Sexretaris Dasrah,

{2) Perjalanan dinas balk untuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat maupun keluar
wilayah Propinsi, capat dilakukan pzling iama 5 (lima) harl, kelebihan dari ketentuan ini
harus mendapat persetujuan tertulis dari \Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris
Caerah,

BAB Y
SARANA ANGKUTAN

Pasal 7

Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
a. Perjalanan dinas dalam Keota Padang dalam daerah wilayah Propinsi Sumatere Barat
menggunakan sarana-angkutan darat dan-atau sarana angkutan lainnya.

b. Perjzlanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat menggunakan sarana
angkutan udara dan atau sarana angkutan lainrya.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Kepada Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan
perjalanan dinas dalam kota, diberikan uang harian sebagai berikut :

Gol. Uang Harian i |
IV/DPRD ~ Rp. 100.000/hari
11 Rp. 80.000/hari
II Rp.  60.000/hari
i i Rp. 40.000/hart
Pasal &

(1) Kepada Pelabat/PNS dan tenaga lainnyz serta Pimpinan/Angota DPRD vang melakukan
perjalanan dinas ke luar daerah dalam Propinsi Sumatera barat diberikan uang paket

vang terdiri darn :
Uang . UJang Har.ian
Penginapan/hari

IV/DPRD Rp. 400.000 Rp. 150.000
I11 Rp. 350.000 - Rp. 100.000
II Rp. 250,000 | Rp. 80.000
I Rp. 200.000 Rp. 60.60d




(£} Jika Perjalanan dinas sebagalmana dimaksud pada ayat (1} menggunakan kendaraan

Padang — Keta/Kabupaten Solok

dinas diberikan bantuan BBM sebagai berikut : -
. o .. : ST -.-:-'_- 5 -"-_._-:.I.;:H - et --::_'?'i ilj f:’__u_ . _:-..H_ I:.-::..-._';-.'-L r i.:l';:”.-'_;‘_.;;_-"! ol 'll-'r'!-,'l-l.* _-r B ‘: N
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| Padang — Kabupaten Solok Selatan

Padang — Kota Sawahiunto

Fadang — Kabupaten Sawahluntﬁ Silenjung

Padzng — Kabupa

ten Dhamasraya

|

Padang — Kota/Kabupaten Padang Pariaman

Fadang — Kabupaten Agam

Padang — Kota Padang Panjang

Padang — Kota Bukittinggi

10. | Pag:lang - l{al:rupaten 50 Kota

Padang — Kata Payakumbuh

. | Padang — Kabupaten Pasamaanasaﬁan Barat

Padang — Kabupaten Pesisir Selatan

Padang - Tanah Datar

(3} Bantuan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk

dibuktikan dengan melampirkan faktur

_ pertanggungiawabannya
pembelian BBM yang asii (bukan photo copy)

yang dikefuarkan oleh SPBU daerah keberangkatan dan atau daerah yang dilalui
menuju daerah tujuan dan atau daerah tujuan.

(4) Jika Perfalanan dinas ;Siébagﬁimhn'a"dlmaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan

umum, maka diberikan bantuan transportasi sebagai berikut :

T Taf Ry -

| No Dari—Ke{PB) - .
; ' Padang - Hal:rupélten Padang Partaman | 80.000,-
._.2' | Pa::laﬁg - Kabupaten Ag_amm -].DEI.[IDD,-
| 3. Pa-:'.ial;g_— Kabupaten Pasani-én Earé't_ | iS{J.l}[}D,-
[ 4. { Padang -.Kalzu_upaten Pasaman ' ].-SD.GU{]_,:
| 5. J Pactang - Kabupaten Tanah Datar o 100.000, -
6. | Padang — Kabupaten 50 Kota 100.000,-
1 /. | Padang — Ka]:::ﬁpaten Sﬁlc:-k - | B[}_nmj,- B |
} 8 | F’ad'ang - Kabupaten SEﬁathnfﬁ Sijunjung 120.000,-
g, ; Padang - Kabupaten Dha.masray'a 150.000Q,- i
1.0, Példang _ Kabupaten Solok Sela't_an T 150.000C,- '
\ 11. Pa-:lﬁlng — Kabupaten Pesisir éll-all...atan ltltl.[.'lﬂfl,-ﬂ -
iZ. | Padang — Kota F'a_rialr_‘r];_m o 80.000,-
13, .F'aclang - Kota Ié!_ukitttriggi 100,000,
14. Paclang - .Ifr;nta Padang Panjang____ 80.000,-
15. | Padang - Kota Payakumouh ~100.000,-
[ 16. Padang — Kota Solok ) - 80.000,- |
| 17. Padangl— Kota Sawahlunto 120.0C0,- '
18. | Padang — Kabupaten MEnta o D.{],- ]
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2l. | Padang — Jakarta — Banjar Masin S.ﬂt}jﬂﬂﬂ ‘
22. | Padang — Jakarta — Balik Papan 6.124.000
" 23, | Padang - Jakarta — Manado 7.920.000
I 24. | Padang — Jakarta — Gorontalo \ 7.920.000
25. | Padang — Jakarta — Makasar 6.300.000 |
|‘ 26, | Padang - Jakarta - Palu 6.300.0C0 |
27. | Padang - Jakarta — Kendari 6.300.000
28. | Padang — Jakartz — Amban 8.280.0C0
25, F*a_:_:l__ar_ng — Jakartz — Ambon — Ternate 8,700,000
30, | Padang — Jakarta — Jayapura 10.457.0C0 :
I+, Uang Harlan/Penginapan dan Representasi
_ Uang Penginapan | Representasi
Pejabat | ovian/Hari | /Hari /Paket Ket
Eselon 500.000,- 850.000,- 500.000,-
I1/DPRD
Eselan III 450.000,- 750.000,- - Kepala
SKPD/Kabag
pada Setda
Esclan 400.000,- 600,000, - - Bukankepaia
| IIL/Star Gol. | | SKPD/Kabag
- 1V/Pjbt Fngs | ' Setda
I Gol. 1V
Eselon | 350.000,- 500.000,- - -
IV/Pibt Fngs R I
Gol. TI1
Staf 300,004, - 450.000, - - Gol I 5.d 11l

(4) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan sesyai
denqgan biaya rill ditambah dengan airpart fax,

(5) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama
nefaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditampah uang penginapan 1

{satu) hari sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf b,

(6) Uang harian dan uang penginapan sebagaimana dimaksud pads ayat (3) huruf b
dibavarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan
tiket dan boarding pass.

(7) Jika tujuan perjalanan dinas bukan merupakan kota sebagaimana tersebut pada ayat
(3) huruf a, maka kepada Ketua/Wakil DPRD, anggota DPRL serta pejabat/PNS dan
pejabat lainnya yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang transportasi ke Ic::gt;—;
tujuan dari bandara terdekat sebesar Rp.400.000,- {(empat ratus ribu rupiah) dan

dibayarkan dzalam bentuk lumpsum,

(8) Untuk Pengelocmpaken Uang Haran/Penginapan Tenaga Lainnya, dlsesuaika_n cieng;m
urgensi yang bersangkutan ternadap kegiatan yang dilkutinya dengan persetujuan
Cekretaris Daerab.

(9) Besarnya biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurif d adalah Re.
200,000,- (dua ratus nbu rupiah).



(10)Biaya Taksi sebagaimana dimaksud padz ayat (9) merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari
kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminalfstasiun keberangkatan

atau dart bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di
kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaltknya.,

Pasal 11

Jika perjalanan dinas sebagaimana dmaksud clalam pasai 10 huruf a, menggunakan
kendaraan dinas diberikan bantuan BBM sebagzai berikut :

No " Dari— Ke (PP) ' Volume BBM
- (liter)

L. | Pedang - Banda Acch I

2. | Padang - Medan B 480
| 3. |Padang - Pekan Baru ] 200

4. | Padang — Jambi B R | 400

5. | Padang - Beng-kulu | 440

6. | Padang — Palembang 550

Padang_- Bandar Lampung
8. | Padang — Ekart_a

Pasal 12

A_pat-ila kendaraan dinas yang dipergunakan dalam kota tempat tujuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 11 lebih dari 1 hari maka dibantu tambahan
BBM 10 {(sepuluh) liter per hari.

Pasal 13

—— —— e - —_—— = = — THEMEE Rl -

Bantuan BBM scbagaimana dimazksud pada pasal 11 uptuk pertanggungjawabannva
dibukukan dengan melampirkan faktur pembelian BBM vang asli (bukan photo copy) yang
dikeluarkan oleh SPBU daersh keberangkatan dan atau daerah vang dilalui menuju daerdh
tujuan dan atau deerah tujuan. Sedangkan bantuan BBM sebagalmana dimaksud pada
pasal 12 untuk pertanggungjawabannya dibuktikan dengan melampirkan fakiur permbetian
BBM yang asli (bukan photo copy) yang dikeluarkan cleh SPBU ditempat daerah tujuan.

BAB VII
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 14

(1) Perjalanan dinas  luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk
kepentingan yang sangat prioritas/ penting berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintah dengan mempergunakan dokumen penalanan dinas uar negeri;

{2) Perjaianan dinas luar hegen yang dimaksud pad ayat (1) berkaitan dengan.
. Pendidikan dan pelatihan (training);

Studi Banding;

Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;

Promosi potensi daersh;

Kerja sama daerah dengan fihak lLar nageri;

Kunjungan persahabatan/kebudayaan;

DLOTe T
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(3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan  internasional
penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri terkait;

dan

(4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) mediputi .
a. Surat izin pemerintah;
b. Pasport Dinas (Service Passport) dan atau pasport yang diterbitkan aleh instansi
vang berwenang;

C. Ll permit sesual dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan
d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

(5) Perjalanan dinas iuar negeri untuk kepentingan seminar, Simposium, Konfrensi,

Peninjauan serta studt banding keluar negeri harus harus dibatasi dan diseleks
dengan ketat sesual ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang
ditimbulan untuk kemajuan pembangurian daerah.

Pasal 15

(1) Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD melakukan perjalanan
dinas keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri;

(2) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Pejabat/PNS dan tenaga
lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang harus mendapatkan Surat
Perintaf Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjafanan Dinas (SPPD) dari Wealikota.,

(3) Tatacara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri {ebih lanjut berpedoran pada
peraturan perundang-undangan yzng berlzku.

Pasal 16

Kepada Pgjabat/PNS dan tenaga lainnya serta PimpinanfAnggota DPRD yang melakukan
perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalznan dinas yvang terdiri dari

a. Uang transortasl;

b. Uang paket {(uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan).

Pasal 17

(1) Uang transportasi sebagaimana dalam pasal 16 huruf a paling tinggi sehagai berikut :

Uang Paket
NG . o (dalam USS)
1 2 3
ASIA PACIFIK
1. | Bandar Serl Begawan 463
2. | Bangkok 823
3. | Beljing 1.623
4, | Canberra 2.070
5. | Colombao 1.388
6. | Darwin 1,233
7. | Davao City 1.255
8. | Dhaksa 278
9. | Hanai 1.315
10. | Ho Chi Minh /11
11. | Hongkong 1.233
12. | Islamabac 1.573
13. | Johor Baharu 355
14, | Karachi 1.873
15. | Kinabalu 495
| 16. | Kuala Lumpur 410
| 17. | Manila ‘ 1.045
18. | Melbourne 1.890
‘ 19. | New Delhi _ [.673




20, |
21,
22.
23,
24,
25,
26,
27.
28,
29,
30.
31,
32.
33.

24,
35.

36,
37.
38,
39,
40,
41,
42.
43,
44,
45,

40,
L 47,

48.
49
50.
51.
| 52.
| 53.
| 54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

b3.

b3.
66,
b7.

b9,
70.
/1.

72,
73..

Mourmea

| Osaka

Penang

" Perth

Fnom Penh
Port Moreshy

Pyongyang

I Rangcon

Seoul|
Singapore

" Sydnay

Tokyo
Vanimo
vientiane
Wellington
Yangon

MIDDLE EAST (ASIA TENGAH)
Abu Dhabi
Amiman
Baghdad
Beirut
Damascus
[oha
Jeddah
Kabou|
ruwalt
Riyadh
Sanagz
Teheran

AFRICA

Addis Ababa

Algeriz

Aljazair ——T T

- Antananarivo
- {alro

Cape Town
Dakkar

Dar Es Salaam
Harare

! Johannesburg
i Khartoum

Lagos

{ Nairobi
| Rabbat

Tunisia

| Windhogk

EUROPE (EROPA)
Amsterdam |
Ankara
Attens
Beogard
Berlin

Bern

Bann
Bratislava
Brusszls
Bucharest

2,757
1.845
500

1.225
873

1,750
1.737
1,373
1.737

387
1.8%90 |
1.835
2.380

981

2.669
1.053

2.727
3.545
3,945
3.730
3.325
2.745
3,235
2.209 |
3.110
3.000
3.271
2,920

4 055
5.710
3.735
7.811
3.555
7.330
8.555
5.733 |
5747
3.550
3.915 |
6H.818
h 283
4,115
4,175
7.510

3.331
3.581
8.041
5.350
3.959
4,335
3.753
3.771
3.670 |

4,113
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11,
12,
13, |
14,
15,
6.
17,
18,
19,
i 240,
| 21.
| 22,
23,

24, |
25,
26.
27
28,
| 29, )
| 30.

| 31.
| 32.
| 33,
4, |
15,
36.
37,
38.
39,
40,

4],
42.

Chile

.| Columbia

-Sanﬁagn

| Columblz

Eropa Barat & Skandinavia

Inggris London
Norwegia | Osio
Prasia Paris
Belgia Brusse|
Belanda Den Hag
Swiss Berny/Geneva
Swedia | Stockholm
Austria Wina
Finlandia Hensinki
Denmark | Kapenhagen
Itaiia Roma
Jerman Frangfurt
Spanyol Madrid

| Eropa Timuwur & Rusia
Rusia MosCow
Bulgaria | Sofia
Chekosiavakia | Praha
Jongoria Budapest
Polandia Warsawa
Rumania Bukharest
Yugoslavia Baograd

- Afrika

Algeria Aljazair
Mesir Cairo
Maroko Rabat
Tunisia Tunis
Nigeria -1 Lagos - - - -
Senegal Dakar
Fthiopia  Addis Ababe
Kenya | Nairobi
Madagaskar | Tananarivo
Tanzania Dar Es Salaam
Zimbabwe Harare
Nambi2 | Windhoek

| |

220)

220

308
285
322
270
270
304
288
316
250
240
338
245
269

362
220
236
220
220
243
220

249
173
178
185
259
192
150
181
171
181
214
160

180

180

328
245
182
230
230
264
248
276
210
200
398
205
229

s
280

296
280

28{
243
280

209
155

| Pejabat

Bselon 1l
IV, Pejabat
Fungsional

| dan Staf




43.
44,
45,

46,
47,
48,
49,
0.

al,
52.
3.

24.

61,

Irak
Saudi Arabia

Timur Tengah

Persatuan Emirat

' Arab
| Kuwait

Yordzniz
Turkj

Iran

Svyria

Asia Selatan
India
Bangladesh
Pakistan

Srilanka

Asia Utara
55, |
5.
57.
58.
54,
60.

Hongkong
Jepang
Philipina
Korea Selatan
Korea Utara

Rep. Rakyat Cina

Asia Tenggara

Singapura
Malaysiz

. | Thailand
| Burma

L2035

.| Vietnam

]

el

Brunai Darussalam

Philipina

g '

Bghdad
Riyadh
Abu Dhabi

Kunwalt
Amman

| Ankara

Taheran
Damascus

New Delhi
Dacca

Islamahbad
Colombo

Hongkong
Tokyo

Manila

Seoul
Pyonh Yang
Beijing

Singapura. ..
Kuala Lumpur

Bangkok
Rangﬂmﬂ

| Viontlane

Ho Chi Minh

Bandar Sri
Begawan

Manila

Asia Pasifik & Australia

.| Australia
. | Selandia Baru
New Caledonia

Papua Nugini

Canberfra
Welington
Noumea
Part Maresby

200
200
200

234
1S5
175
165
180

210
165
171
165

262
250
215
266
205

205

220
210
155
195
1G5
195
195

220

243
217

165

180
130

240

214
175
155
145
160

190
145
151

145

2942
230
195
246
185
185

200
150

175
175
175
175
175




Pasal 18

(1)Biaya transportas! sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dibayarkan sesuai
dengan biaye rill ditambah dengan alrport tax dan biaya fiskal. ’

(Z)Uang paket sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dibayarken lumpsum sesuai fiket
dan boarding pass.

(3)Jika perjalanan dinas vyang telah disediakan penginapan dan makan selarmia
pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% dari uang paket
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

EAB VIIZE
PERTANGGUNG JAWABAN

_Pasal 1%

(1) Pejabat/PNS dan tenaga lainnva serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakykan
perjalanan dinas dalam dalam daerah dan luar daerzh selambat-lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhimya waktu perjalanan dinas wajlb

menyampaikan |aporan tertulis hasil perjalanan  dinas kepada pejabat yang
memberikan SPT dan SPPD.

(2) Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan
perjalanan luar negerl selambatnya dalam waktu 30 (tiga puivh) hari sejak

xedatanganya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas
Kepada Wallkota,

(3) Pejabat/PNS dan tenaga lainnya sertz Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan
perjalanan dinas waijib menyampalkan dokumen pertanggungjawacan biaya vang
terdiri dari :

a. Persetuiuan dan Surat Perintah.

. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tibuan,

C. Tiket dan Boarding-Pass.-— = -~ - =+

d. Lapcran perjalanan dinas yang tefah diketahui oleh pejabat yang menugaskan,
repala SKPD,

Pasal 20

Pejabat yang dibarikan wewenang untuk menerbitkan Surat Perirtah Perjalanan Dinas
(S5PPD} sebagaimana Pasal & Peraturan Walikota ini, bertanggungjawab dan waijib
mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuvai dengan keputusan yang berlaku,

Pasal 23

(1) Dalam hai hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari
yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/
Anggota DPRD yang bersangkutan wajlb manyetorkan kembali kelebihan uang harian
dan biaya pengingpan yang telah diterimanya.

(2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata di bawah harga vang tercantum dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 ayat (1), maka Pejabat/PNS dan tenaga
lainnya serfa PimpinanfAnggota DPRD vyang bersangkutan wajib menyetorkan
kembali kelebihan Lang transport vang diterimanya.

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan
verifikasi keleblhan uang barian, blaya pengingpan dan uang transport sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan {2).



BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikotz ini mulai berlaku, Peraturan Walikots Padang nomor 1

tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bag! Pejabat/Pegawai MNegeri Sipil dan Tenaga
lainnya serta Pimpinanf/Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berfaku lagi.

Pasal 23
Peraturan ini melai berlaky sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di pacang
Pada tanggar 28 e,

Diundangkan di radang
Pada tangga ﬂﬂ ATt -} e 2047
SEKRETARIS DAEF , KOT

ima Muda,
198101 1 003

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2042 NOMOR .5%..



